
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVIN SI KALIMANTAN TIMUR

TENTANG

POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a.

b.

c.

Mengingat : 1.

2.

bahwa untuk tertib pengelolaan administrasi dan
pelaksanaan koordinasi serta untuk kelancaran
pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifrkasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan diperlukan suatu
mekanisme hubungan kerja dan koordinasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan
Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, rincian hubungan kerja organisasi
perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah lebih laljut diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pola Mekanisme Hubungan Keda dan
Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4182);

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daera-h (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2O08
tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat
Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor
3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun
2016 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 Nomor 4);

7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun
2024 tenlang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Keda Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG POLA
HUBUNGAN KER.IA DAN KOORDINASI DI
PEMERINTAH DAERAH.

MEKANISME
LINGKUNGAN

Menetapkan:
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BAII I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urllsan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser
Utara.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraErn urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati yang mempunyai tugas
memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati sesuai
dengan keahliannya.

8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah yang terdiri dari Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan
Pembangunan, serta Asisten Admnistrasi Umum.

9. Instansi Vertikal adalah kementerian dan/atau lembaga pemerintah non
kementerian yang mempunyai lingkungan keda di wilayah Daerah.

10. Urusal Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyaralat.

11. Koordinasi adalah peran serta para pem.rngku kepentingan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ruang lingkup
kewenangannya, baik lintas sektor maupun antara strata pemerintahan.

12. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah
yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat
daerah.

13. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip, norrna, standar, prosedur
dan kriteria yang berlaku.
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14. Simplifrkasi adalah penyederhanaan dan kepastian hukum efektif, efisien,
rasional dan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
oleh organisasi perangkat daerah.

15. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan prosedur dan
tata kerja untuk membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka
optimalisasi hasil ke{a.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pola hubungan ke{a
sehingga te{alin hubungan yang sa-ling mendukung dalam rangka
mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB II

PRINSIP

Pasal 4

Hubungan ke{a dan koordinasi antar Perangkat Daerah mengandung prinsip:

a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang
berkelanjutan;

b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-
maSing Perangkat Daerah;

c. saling memberi manfaat; dan

d. saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang
mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan.

BAB III

POI,A MEKANISME HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat
dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:

a. konsultatif;

b. kolegial;

c. fungsional;

Daerah
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d. struktural; dan/ atau

e. koordinatif.

(2) Pelaksanaan hubungan kerja
memperhatikal keterbukaan,
keterpaduan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
akuntabilitas, profesionalitas, dan

Pasal 6

(1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf a, dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan sudut pandang
dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat
Daerah masing-masing.

(2) Hubungan ke{a konsultatif dilakukan melalui kegiatan:

a. perenc€rna€rn;

b. perumusan;

c. pemutakhiran; dan/atau

d. penyelesaian tugas dan fungsi.

(3) Hubungan keda konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 7

(1) Hubungan ke{a kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf b, dilaksanakan untuk:

a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakar
beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produlrtivitas dan
kinerja; dan

b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol
otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam
hubungan struktural yang cenderung terpusat.

(2) Pelaksanaan hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab
bersama.

Pasal 8

(1) Hubungar kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf c, dilaksanakan untuk memberikan peran substansial secara
fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang
Perangkat Daerah masing-masing.

(2) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam
melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
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Pasal 9

(1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf d, dilaksanakan untuk mengembangkan kepemimpinan secara
be{enjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya
secara bertanggung jawab.

(2) Pelaksanaan hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras,
komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenangnya pada
unit organisasi.

Pasal 10

(1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf e, dilaksanakan untuk:

a. pengembangan hubungan kerja seca-ra struktural dengan
menumbuhkembangkan semangat kemitraan yang sinergis dan
terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang
Perangkat Daerah masing-masing;

b. menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan
secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan
antar Perangkat Daeralt; dart

c. membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan,
pelaksanaal, pengawasan, dan evaluasi.

(2) Hubungan ke{a koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanalan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan,
efektivitas, dan efisiensi.

(3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyusunan dan penetapan kebijalan untuk dijadikan pedoman darr
arahan bagi semua Perangkat Daerah terkait;

b. penyusunan rencana strategis yang melibatkan semua Perangkat
Daerah terkait;

c. pengintegrasian dan sinkronisasi rencana program dari berbagai
Perangkat Daerah, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi;

d. pemecahan masalah yang menyangkut tugas dan fungsi yang bersifat
lintas Perangkat Daerah;

e. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk
menangani fungsi-fungsi koordinasi perlzinan secara menyeluruh; dan

f. penelitian dal pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan, serta koordinasi pelaksanaan program dan
kegiatan.
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Pasal 1 1

Jenis hubungan kerja koordinatif sebagaima-na dimaksud dalam Pasal 10,
meliputi:

a. koordinasi hierarkis (inter sektoral);

b. koordinasi fungsional (lintas selrtoral); dan

c. koordinasi instansional (multi seli;toral).

Pasal 12

Dalam koordinasi hierarkis (inter sektoral) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi
bertanggung jawab:

a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tatalaksana
pelaksanaan tugas bawahannya;

b. membina dan mengawasi bawahannya;

c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi
bawahannya; dan

d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian atau kepercayaan
kepada bawahannya dalam melaksanakal tugasnya.

Pasal 13

Koordinasi fungsional (lintas sektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf b, dilaksanakan antara Perangkat Daerah dari sektor berlainan yang
memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatal.

Pasal 14

Koordinasi instansional (multi sektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf c, dilaksanakan antar Perangkat Daerah y€rng secara fungsional
terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

BAB IV

POLA MEKANISME KOORDINASI

Bagian Kesatu

Koordinasi dengan Instansi Vertikal

Pasal 15

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah,
hubungan kerja dan koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah melalui
Forkopimda.

(2) Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati.
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(3) Anggota Forkopimda terdiri atas unsur pimpinan:

a. Dewan Perwalilan Ralcyat Daerah;

b. Kepolisian;

c. Kejaksaan;

d. satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia; dan

e. lembaga.

(4) Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang
pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan bidang/ urusan yang dibahas.

(1) Penyelenggaraan
sebagai berikut:

Bagian Kedua

Koordinasi dengan Perangkat Daerah

Pasal 16

koordinasi dengan Perangkat Daerah dilaksanakan

a. Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan
pemerintahan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
Pemerintah Daerah serta melaksanakan pembinaan administrasi dan
aparatur Pemerintah Daerah;

b. Staf Ahti Bupati berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Bupati
dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;

c. Sta-f Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

1. pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati
sesuai keahliannya; dan

2. perwakilan Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi
kebijakan ditingkat internasional, nasional, provinsi dan
kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan
kemampuan keuangan.

d. Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam
merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan, membina, memantau,
dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidangnya sebagai
berikut:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan

3. Asisten Administrasi Umum.

(2) Setiap Perangkat Daerah serta unsur organisasi di bawahnya menerapkan
prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifftasi sesuai ruang
lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing.



(3) Setiap pimpinan Perangkat Daerah serta unsur organisasi dibawahnya,
mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada
atasa-nnya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala
tepat pada waktunya.

(4) Pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah merupakan pengoordinasian dan pertanggungiawaban
administratif yang meliputi penyusunan kebljakan, perenc.rna€rn,
pelaksanaan, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas kedinasan
masing-masing Perangkat Daerah.

(5) Pengoordinasian darr pertanggunglawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), dilaksanakan melalui Asisten yang membidangi.

(6) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

diselenggarakan melalui:

a. rapat koordinasi;

b. permintaan dan penyampaian data, informasi, pendapat; dan/ atau

c. konsultasi.

Pasal 17

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralryat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal L6 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta instruksi
lingkup pelayanan administratif kepada:

1. Bagian Pemerintahan;

2. Bagpan Kesejahteraan Rakyat; dan

3. Bagian Hukum,

b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan lingkup:

1. unsur pelaksana Urusan Pemerintahan:

a) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

b) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

c) Dinas Kesehatan;

d) Dinas Sosial;

e) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

f) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

g) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

h) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

i) Dinas Perpustakaan dan Arsip;

j) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

k) Satuan Polisi Pamong Praja; dan

1) Kecamatan,

-9-
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2. unsur penunjang Urusan Pemerintahan:

a) Sekretariat Dewan Perwakilan Raliryat Daerah;

b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

3. Instansi Vertikal:

a) Kantor Wilayah Kementerian Agama;

b) Kantor Wilayah Kementerian Hukum;

c) Kaator Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia;

d) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;

e) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

f) Kantor Wilayah Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang /
Badan Pertanahan Nasional;

g) Kejaksaan Negeri;

h) Pengadilan Negeri;

i) Pengadilan Agama;

j) Kantor Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional;

k) Badan Pusat Statistik;

1) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;

m) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltim;

n) Komisi Pemilihan Umum Daerah;

o) Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan

p) Badan Pengawas Obat dan Makanan,

4. instansi lainnya:

a) Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;

b) Komando Distrik Militer 09l3/Penajam Paser Utara; dan

c) Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Pasal 18

Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1) huruf d ang)<a 2 mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta instruksi
lingkup pelayanan administratif kepada:

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan

3. Bagian Administrasi Pembangunan,
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b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan [ngkup:
1. Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan:

a) Dinas Ketahanan Pangan;

b) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan;

c) Dinas Pertanian;

d) Dinas Perikanan;

e) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan;

f) Dinas Perhubungan;

g) Dinas Lingkungan Hidup;

h) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan

i) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

2. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan;

3. Instansi Vertikal:

a) Badan Pusat Statistik;

b) Kantor Wilayah Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional;

c) Kantor ATR/Badan Pertalal.an Nasional; dan

d) Kejaksaan Negeri,

4. Instansi lainnya:

a) Komando Distrik Militer 0913/Penajam Paser Utara;

b) Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;

c) Otoritas Jasa Keuangan; dan

d) Bank Indonesia.

Pasal 19

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

huruf d angka 3 mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta instruksi
lingkup pelayanan administratif kepada:

1. Bagian Organisasi;

2. Bagian Umum; dan

3. Bagian Protokol dal Komunikasi Pimpinan,

b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan lingkup:

1. Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan:

a) Dinas Komunikasi dan Informatika;

b) InspelrtoratDaerah;
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c) Badan Keuangan dan Aset Daerah;

d) Badan Pendapatan Daerah; dan

e) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

2. Instansi Vertikal:

a) Badan Pemeriksa Keuangan;

b) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

c) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

d) Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara;

e) Badan Pusat Statistik;

f) Kantor Pajak Pratama;

g) Pusat Pembelqjaran dal Strategi Kebijakan Lembaga Administrasi
Negara; dan

h) Perbankan,

3. Instansi lainnya yaitu Ombudsman Republik Indonesia.

Pasal 20

Bagan pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

HUBUNGAN KERJA DALAM KER.IA SAMA

Pasal 21

Perangkat Daerah melakukan observasi, penjajakan kelayakan, konsultasi dan
koordinasi dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas
keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat dalam
melakukan kerja sama antar daerah.

Pasal 22

Perangkat Daerah yang melakukan kerjasama perlu memperhatikan standar
operasional dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang harus dipenuhi dengan persyaratan standar pelayanan
minimal.
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Pasal 23

(1) Dalam hal terjadi perselisihan antar Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan kerjasama, Sekretaris Daerah melakukan koordinasi
untuk penyelesaian.

(2) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan secara cepat, transparan serta adil dan tidak memihak.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 26 Jantuali2o26

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 26 Jantuari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENA,JAM PASER UTARATAHUN 2026 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
S RIAT DAERAH

KABU NAJAM PASER UTARA
agian Hukum,

Pitono, S.H.,M.H.
NrP. 19730117 200604 1 008

Ttd

epa la
EN
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BAGAN POLA MEKANISME HUBUNOAN KERJA DAN KOORDINASI
I.AMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENA.JAM PASER UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
POL.A MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN
KOORDINASI DI LINGKUNGAN PEMEzuNTAH DAERAH

8U PATI

WAKIL BUPATI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN IIISIAtAHU
1. BldanS Pemerlnbhan, Hulun dan Politik
2. Bidans Elonomi, leuan8En da n P€mbangunan

3. Bid.n8 Kemaryaakitan dan soM

ASISTEN ADMINISTRASI UMUIVASISIEN PEMERINTAHAN DAN KESE]AHTTRAAN

RAIflAT
ASISTEN PEREKONOMIAN OAN

PEMBANGUNAN

t nalll slrt
Eaglan PerEdntahan
Baghn r€s€iahteraan Rakyat
8a8l.n Hulum

t ntrll $rf
BaSlan Peratonomlan dan Sumber Dafa ,{am

8a8lan Pe4adean Eaong dan Jasa

EaSlan Admlnlst-dsl P€mbanSunan

unlllr strt
1. Eaglan Ol8anlsasi

2. 8a8lan Umum

3. &8lan Protokoldan (onunllasl Plmplnan

1
2
3

5

Unsrr P.htnn U.usrn Paicrllltahan
oinas Pendidlhn, Pemuda dan Olah€8a
oinas xebudayaan dan Padwirata
Dlnas xesehatan
DinasSosiel
0lnas Pemberdataan Per€mpuan, P€rllndungan anak,
Pengendallen Penduduk dan ll€luarSa Berencana
0ina5 Pemberdalaan Mas"yamlat dan Desa
Unas TenaSa l(erF d.n Tr.nsmiSBsi
onas kpendudutan dan Gtatan Slpil
oina5 Penunab.n dan Kearsipan
Oinas Penaoggulan8an Kebatir.n dan Penyebmabn
Satuan Polhi Panrong Praja

6.
7.
8.
9.
10-
1l_
12.

ut|'ut Halsma urut.n PanarliLhln
1, oinas Ketahaneo Pan8an

2. Oinas Xoperasl, Usaha Kecll dan Menen8ah,
Perlndusklin dan PerdaganSan

3. OinasPerEnian
4. Dinas Pedkanan
5. DlnasPerurhihanx.w?ranPemlkimandan

5. OnasPeftubungan
7. Dh.sIinSkunSanHldup
L olnasPeledaan Umum dan P€naban Ruang

9. DlnasPenanaman Modaldan Pelayanan Teryadu satu

lrnlur H.lsam t rurln 9dradntahan
1. Dines Xomunllasidan hformatila
2. lnsp€klor.t Oaerah
3. Sadan xeuanSrn dan As€t Dae6h
4. Badan Pendapatan Oaer.n
5. Sadan bpe8awalan dan Pengembent n Sumber

!!s!{.!@b!
1. Bidan Pemerika KEu.nSan
2. 6aden PenSawEs.n (eoan8aa dan hmbangunan
3. Dlrektoat Jend€r.l K€layaan NeSara
4. Xantor P,€tlonalVlll gradan (epeSamlan N€gao
5. Badan Pural St listl*
5, Xantor Pajal PEtama
7. Pus.t fEmb€lajar.n d.n StreteSl l(ebiiakan Lemba8a

Adminl*rasl N€8rE
8. Pelbanlan

1.
!!gd!aE@

Ombudsman Rl

ursor P€nunlam Utusan P€marlntrhrn
1. Sekreta at Dewan Perwalllan Rakyat Daemh
2. Badan (esatuan sangsa dan Politlk
3. Eadan PenangSubngan Sen.ana Daer.h

1

Un$r. PcrlunLn. t rusan Pelnclntahan
Eadan Perencanaan, Penelitian dan Pen8emban8an

KABU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKR

Irsbnlt l/lrdt l
1. kntorWlayah lcmenterian fuarl5
2, Kantorwllayah xamenterlanHukum
3. XantorWlay.h xementedan Hakasasl Manusia
rt. Xantor wll.yah xementerian lmigrasl dan

PemasyaralaEn
5. XantorWlayah rementerlanAn/SPN
5. Kejaksaan Nes€d
7. Pen8adllan NeSeIi
8. PenSadll.n Aganr
9. Xrntor ATR/ Badan P€rtanahan Nasional;
10. sadan Pusat statHt;
U, 8ad.n Xoordinasl K€luama Bercncana Nasbnal;
12. 8.dan Narkotlka NasionalPmvinsl &lth;
13. Komlli Pemlllhan Umum Oaerah;
14. Eadan PenS.wds Pemllihan Umum;
15, Sadan PenSauas Obat dan Malrnan

lhriarc Laln&r
1. rcpolian ResorPenajam P.*rUtam;
2. xomando Olstrlk Mlliter 0913/Penaiam Pater Utara
3. Otorlta lbu Kob NusantaE (OlK,{)

h.t nJ lltrtltrl
1 a.den Pus.r Sbtlsdt
2- bntor Ulayah xemenlpden ATR/8Plt
3. lGntor ATn/ Badrn Perlanahan Nasional
4. (tiaksaan tlegeri

ln5lanrltalnnva

1. (omando Dinrik MlliErogl3/Penalam Pas€r Utara
2. Xepollslan R€sor Penaiam hser utaG
3. Oto.l6s laia f€uan8an

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd
Hukum,

\ Pitono, S.H.,M.H.
NlP. 19730117 200604 1 008

ENAJA
epala Bagia

MUDYAT NOOR

DAERAH
PASER UTARA


